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Info Artikel Abstrak

Sejarah Artikel: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban mematuhi porotokol kesehatan
D%SUb_n?it: 1 February 2021 4alam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada angka 1),
gi:ﬁﬁia?f;ﬁ 22%22 11 dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau

' penanggung jawab tempat dan fasilitas umum secara rinci, kewajiban perlindungan
kesehatan bagi individu meliputi penggunaan alat pelindung diri berupa masker saat

Keywrds" . . keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status
Actions against the Covid- kesehatannya
19 Health Protocol, ’
Sanctions against Health
Protocol Violators Abstract
This study aims to determine the obligation to comply with health protocols in the prevention and
control of Covid-19 as referred to in number 1), imposed on individuals, business actors, managers,
organizers, or people in charge of public places and facilities in detail, health protection obligations for
individuals include use of personal protective equipment in the form of masks when leaving the house
or interacting with other people whose health status is unknown..
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PENDAHULUAN
Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa
yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat
dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut Prof. Moeljatno, S.H., Hukum Pidana adalah
bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan
aturan-aturan untuk : Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang
melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
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melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah
diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila
ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Sedangkan menurut Sudarsono, pada
prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap
kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu
penderitaan. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri,
melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. (adminshe, 2016) Diadakan untuk
menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan. Sumber
Hukum Pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis.
Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga
masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia
Belanda. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain :

Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103).

Buku I Tentang Kejahatan (Pasal 104-488).

Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569).

Dan juga ada beberapa Undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat

setelah kemerdekaan antara lain:

UU No. 8 Drt Tahun 1955 Tentang tindak Pidana Imigrasi.

UU No. 9 Tahun 1967 Tentang Norkoba.

UU No. 16 Tahun Tahun 2003 Tentang Anti Terorisme, dll.

Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana, selain termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
maupun UU Khusus, juga terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan lainnya, seperti
UU. No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 9 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan sebagainya.
Jenis-jenis hukum pidana

Jenis-jenis hukum pidana dapat dilahat dari beberpa segi di antaranya : Hukum pidana dalam
arti objektif dan dalam arti subjektif Hukum pidana objektif (ius poenale) adalah hukum pidana yang
dilihat dari aspek larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi
siapa yang melanggar larangan tersebut. Jadi hukum pidana objektif memiliki arti yang sama dengan
hukum pidana materiil. Sebagaimana dirumuskan oleh Hazewinkel Suringa, ius poenali adalah
sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah dan keharusan, yang terhadap
pelanggarannya diancam dengan pidana bagi si pelanggarnya. (adminshe, 2016) Sementara hukum
pidana subjektif (ius poeniendi) sebagai aspek subjektifnya hukum pidana, merupakan aturan yang
berisi atau mengenai hak atau kewenangan negara :

Untuk menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum.

Untuk memberlakukan (sifat memaksanya) hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan
pidana kepada si pelanggar larangan tersebut, serta

Untuk menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh negara pada si pelanggar hukum pidana
tadi.

Jadi dari segi subjektif, negara memiliki dan memegang tiga kekuasaan/hak fundamental
yakni :

Hak untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan menentukan bentuk serta berat
ringannya ancaman pidana (sanksi pidana) bagi pelanggarnya.

Hak untuk menjalankan hukum pidana dengan menuntut dan menjatuhkan pidana pada si pelanggar
aturan hukum pidana yang telah dibentuk tadi, dan

Hak untuk menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan pada pembuatnya.

Walaupun negara mempunyai kewenangan/kekuasaan di atas namun tetap dibatasi, jika
tidak maka negara akan melakukan kesewenang-wenangan sehingga menimbulkan ketidakadilan,
ketidaktentraman dan ketidaktenangan warga di antara negara. Pembatasan tersebut melalui koridor-
koridor hukum yang ditetapkan dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Juga dibatasi
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oleh hukum formil artinya tindakan-tindakan nyata negara sebelum, pada saat, dan setelah
menjatuhkan pidana serta menjalankannya itu diatur dan ditentukan secara rinci dan cermat, yang
pada garis besarnya berupa tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dengan
pembuktian dan pemutusan (vonis) dan barulah vonis dijalankan (eksekusi). Perlakuan-perlakuan
negara terhadap pesakitan/pelaku pelanggaran harus menurut aturan yang sudah ditetapkan dalam
hukum pidana formil.

Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil

Tentang hukum pidana materil dan hukum pidana formil akan dijelaskan menurut pendapat
ahli di bawah ini :

Van Hamel memberikan perbedaan antara hukum pidana materil dengan hukum pidana
formil. Hukum pidana materil itu menunjukkan asas-asas dan peraturan-peraturan yang mengaitkan
pelanggaran hukum itu dengan hukuman. Sedangkan hukum pidana formil menunjukkan bentuk-
bentuk dan jangka-jangka waktu yang mengikat pemberlakuan hukum pidana materil.

Van Hattum, hukum pidana materil adalah semua ketentuan dan peraturan yang menujukkan
tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum,
siapakah orangnya yang dapat dipertanggung-jawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan
hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut (hukum pidana materil
kadang disebut juga hukum pidana abstrak). Sedangkan hukum pidana formil memuat peraturan-
peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus
diberlakukan secara nyata. (adminshe, 2016) Biasanya orang menyebut hukum pidana formil adalah
hukum acara pidana.

Simons, hukum pidana materil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari
tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat
dihukum, penunjukkan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai
hukuman-hukumannya sendiri; jadi menentukan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, siapa
yang dapat dihukum dan bilamana hukuman tersebut dapat dijatuhkan.

Berikut salah satu contoh kasus hukum pidana di Indonesia yaitu pelanggaran protokol
kesehatan di dalam covid — 19 yakni kasus kerumunan di Petambunan Diketahui, kerumunan yang
ditimbulkan dalam acara Rizieq juga berbuntut panjang. Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan
Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi dicopot dari jabatannya karena dinilai lalai dalam
menegakkan protokol kesehatan. Tidak hanya itu, Polda Metro Jaya juga memanggil Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan untuk dimintai klarifikasi. Pemanggilan juga dilakukan terhadap Wali Kota
Jakarta Pusat Bayu Meghantara, Camat Tanah Abang Yassin Pasaribu, Kepala KUA Tanah Abang,
Bhabinkamtibmas, serta perangkat RT dan RW terkait. Polda Metro pun melakukan pemeriksaan
lanjutan terhadap panitia Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq hingga Wakil Gubernur DKI
Jakarta, Ahmad Riza Patria. (Muhamad Isa, 2020) Ketua Umum Front Pembela Islam (FPT) Ahmad
Sobri Lubis telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Mapolda Metro Jaya sejak Senin
(14/12/2020). Sobri yang diperiksa bersama Panglima Laskar FPI Maman Suryadi dicecar 63
pertanyaan terkait kerumunan massa di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. "Saya diperiksa
ada sekitar 63 pertanyaan dan semuanya bisa berjalan dengan baik," ujar Sobri di Mapolda Metro
Jaya, Selasa (15/12/2020). Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Diperiksa sebagai
Tersangka Kasus Kerumunan di Petamburan, Ketum FPI Mengaku Minta Keadilan", Selain itu, Sobri
meminta polisi berlaku adil dalam menindak kasus kerumunan massa yang terjadi di wilayah Jakarta
dan sekitarnya. "Saya sudah diproses secara hukum atas pasal kerumunan, maka kami minta keadilan
di sini. Yang lain juga yang berkerumun harus diproses juga biar adil," kata dia. Menurut Sobri,
penerapan hukum itu harus dilakukan sebagai bukti bahwa polisi tidak menyudutkan golongan
tertentu. "Untuk semua, bukan hanya untuk kalangan tertentu, golongan tertentu, apalagi Maulid Nabi
mengarah pada ulama dan lainnya hanya sebatas itu. Itu adalah ketidakadilan," ucap Sobri. Sobri dan
Maman menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Senin, sejak pukul 11.00 WIB. Keduanya
diperiksa sebagai tersangka terkait acara yang menyebabkan pelanggaran protokol kesehatan di
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Petambuan, Jakarta Pusat. Dalam acara itu, Sobri Lubis sebagai penanggung jawab acara, sedangkan
Maman bertugas sebagai penanggung jawab bidang keamanan, Polisi kembali melanjutkan
pemeriksaan saksi meski telah menetapkan enam tersangka kasus kerumunan Maulid Nabi dan
pernikahan putri pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab. Pemeriksaan dilakukan
terhadap ahli bahasa di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro
Jaya, Rabu (16/12/2020). "Iya betul (kemarin) ada saksi ahli bahasa yang dilakukan pemeriksaan,"
uyjar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan, Kamis
(17/12/2020). Yusri mengatakan, pemeriksaan juga dilakukan terhadap Kepala Biro Hukum Pemprov
DKI Jakarta yang dijadwalkan pada Kamis, ini. Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas
perkara kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan. "Sekarang penyidik tengah
mengumpulkan alat bukti untuk keterangan-keterangan saksi petunjuk untuk melengkapi berkas
perkara yang ada," ucapnya. Sebelumnya, polisi menetapkan tersangka terhadap Rizieq dan lima
panitia acara Maulid Nabi dan pernikahan yang berujung melanggar protokol kesehatan. Penetapan
status itu dilakukan setelah polisi melakukan proses penyelidikan, penyidikan dan gelar perkara sejak
terjadinya kerumunan itu pada 14 November 2020. Selain Rizieq, sejumlah orang yang ditetapkan
tersangka yakni Ketua Panitia Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq, HU dan Sekretaris Panitia,
A Selain itu juga Penanggungjawab Bidang Keamanan, MS, Penanggungjawab Acara, SL dan Kepala
Seksi Acara, HI.

Diketahui, kerumunan yang ditimbulkan dalam acara Rizieq juga berbuntut panjang.
Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi dicopot dari
jabatannya karena dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan. Tidak hanya itu, Polda Metro
Jaya juga memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dimintai klarifikasi. Pemanggilan
juga dilakukan terhadap Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara, Camat Tanah Abang Yassin
Pasaribu, Kepala KUA Tanah Abang, Bhabinkamtibmas, serta perangkat RT dan RW terkait. Polda
Metro pun melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap panitia Maulid Nabi dan pernikahan putri
Rizieq hingga Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Kasus Pelanggaran Protokol
Kesehatan di Indonesia Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode
sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum
tertentu dengan jalan menganalisanya.4 Dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepkan
sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat
melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan makna-makna
simbolik dari perilaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan
interaksi antara mereka. Untuk dapat menemukan data yang ada pada penelitian ini, maka perlu
menggunakan metode-metode penelitian sebagai suatu cara untuk menyelesaikan permasalah yang
diteliti. Dengan demikian di dalam penelitian ini akan dicoba untuk melihat keterkaitan antara faktor
hukum dengan penerapannya yang berkaitan dengan obyek yang diteliti

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan hukum yuridis
empiris. Yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan
tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN KASUS PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-
19 DI INDONESIA

"Ada dua kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan,
maka diberikan sanksi berupa pencopotan, yaitu kapolda Metro Jaya kemudian kapolda Jawa Barat,"
kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Argo Yuwono di Jakarta, Senin (16/11). Pencopotan Kapolda
Metro Jaya, Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudy Sufahriadi, tertuang dalam surat
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telegram Kapolri bertanggal 16 November 2020. Di hadapan wartawan, Argo tidak menjelaskan
secara detil mengenai alasan pencopotan, kecuali menyebut mereka "tidak melaksanakan perintah
penegakan protokol kesehatan". Keputusan ini terjadi tidak lama setelah Menkopolhukam Mahfud
Md, dalam jumpa pers resmi, Senin (16/11) siang, mengatakan akan memberikan sanksi kepada
aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas dalam menegakkan aturan protokol kesehatan
Covid-19. Pernyataan Mahfud ini muncul setelah masyarakat melontarkan kritikan atas apa yang
disebutkan sebagai sikap tidak konsisten pemerintah terkait pelanggaran protokol kesehatan pada
acara keramaian di markas Front Pembela Islam (FPI) di Jakata Pusat. Keputusan ini terjadi tidak
lama setelah Menkopolhukam Mahfud Md, dalam jumpa pers resmi, Senin (16/11) siang, mengatakan
akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas dalam
menegakkan aturan protokol kesehatan Covid-19.Pernyataan Mahfud ini muncul setelah masyarakat
melontarkan kritikan atas apa yang disebutkan sebagai sikap tidak konsisten pemerintah terkait
pelanggaran protokol kesehatan pada acara keramaian di markas Front Pembela Islam (FPI) di Jakata
Pusat. Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta saling mengeklaim dalam menanggapi kemarahan
masyarakat yang menyesalkan ketidaktegasan pemerintah terkait pelanggaran protokol kesehatan
pada acara keramaian di markas FPI di Jakata Pusat. Menkopolhukam Mahfud MD, dalam jumpa
pers resmi, Senin (16/11), mengatakan, pelanggaran protokol kesehatan terkait acara Maulid Nabi dan
pesta pernikahan anak pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab di Jakarta, merupakan
"kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta". "Sekali lagi penegakan protokol kesehatan di ibu
kota merupakan kewenangan pemerintah provinsi DKI Jakarta berdasarkan hirarki kewenangan dan
peraturan perundangan," kata Mahfud. Mahfud MD juga mengeklaim bahwa pihaknya sudah
"memperingatkan"Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar meminta penyelenggara acara itu mematuhi
protokol kesehatan. "Pemerintah menyesalkan terjadi pelanggaran protokol kesehatan, di mana
pemerintah sebenarnya telah memperingatkan Gubernur DKI untuk meminta penyelenggara
mematuhi protokol kesehatan," kata dia. Dalam keterangannya, Mahfud mengatakan akan
memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas dalam menegakkan
aturan protokol kesehatan Covid-19. Dia juga mengatakan kerumunan di acara Rizieq Shihab tak bisa
dihindari karena orang-orang yang datang bukan hanya dari Jakarta tapi juga daerah lain. Pemprov
DKI Jakarta, katanya, juga telah melayangkan surat teguran dan menjatuhkan sanksi denda
administratif sebesar Rp50 juta kepada pimpinan FPI, Rizieq Shihab. Denda itu, klaimnya, telah
dibayar pada Minggu (15/11). "Jadi pak gubernur tegas, tidak pilih-pilih. Bahwa gubernur tidak tebang
pilih, siapapun yang melanggar diberi sanksi. Kami berterima kasih kepada keluarga besar Rizieq
Shihab dan FPI menerima surat teguran dan membayar denda," ujarnya. Sejumlah pakar epidemologi
di Indonesia khawatir jumlah kasus positif Covid-19 bakal melonjak tinggi seiring longgarnya
penerapan protokol kesehatan serta lemahnya pengawasan terhadap lokasi-lokasi tertentu yang
menimbulkan kerumunan. "Ada enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yang pertama sebagai
penyelenggara (acara agad nikah anaknya), saudara MRS (Muhammad Rizieq Shihab)," kata Kabid
Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/12). Lima
orang tersangka lainnya adalah para pihak yang disebut sebagai ketua, sekretaris, penanggung jawab
keamanan dan acara, serta seksi acara pernikahan putri Rizieq Shihab. Polisi menyatakan Rizieq
Shihab dan lima orang itu disangka melanggar UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan dan pasal 160 serta pasal 216 KUHP. Pasal 160 KUHP tentang melakukan penghasutan
dan kekerasan serta Pasal 216 KUHP tentang tidak menuruti perintah dan menghalangi petugas.
Dalam keterangan terpisah, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan kepolisian
sudah melayangkan surat permohonan pencekalan atas Rizieq Shihab dan lima tersangka, kepada
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. "Penyidik juga sudah membuat surat
pencekalan yang pertama kepada Muhammad Rizieq Shihab dalam waktu 20 hari," kata Argo, Kamis
(10/12). Dimintai tanggapan, Wakil Ketua Umum FPI Aziz Yanuar kepada wartawan di Jakarta,
Kamis (10/12), menganggap tindakan polisi itu sebagai "kriminalisasi" terhadap Rizieq Shihab. "Kita
memang dari awal sudah memperkirakan hal tersebut sebagaimana kita sampaikan bahwa ini ada arah
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untuk dugaan untuk kriminalisasi dan ketidakadilan terhadap Habib Rizieq Shihab," kata Aziz
Yanuar. Lebih lanjut Yusri Yunus mengatakan, sesuai peraturan, pihaknya akan menggunakan upaya
paksa terhadap enam orang tersangka, yaitu berupa pemanggilan atau penangkapan. Status tersangka
Rizieq Shihab ini diumumkan setelah Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara kasus pengumpulan
massa dalam pernikahan putri Rizieq Shihab yang melanggar protokol kesehatan. Sebelum menjadi
tersangka dan masih berstatus sebagai saksi, Rizieq menolak pemanggilan pemeriksaan oleh tim
penyidik Polda Metro Jaya, karena berbagai alasan. Selama tarik-ulur inilah, kemudian terjadi insiden
peristiwa kekerasan yang menewaskan enam orang pengawal Rizieq Shihab, Senin (07/12) dini hari.
Versi kepolisian menyebutkan mereka menembak mati enam orang itu untuk membela diri lantaran
diserang lebih dulu. Namun versi FPI menyebut mereka diserang terlebih dahulu. Kepolisian tengah
menyelidiki kemungkinan pelanggaran pidana yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) dan
pimpinan ormas itu, Rizieq Shihab, terkait pengumpulan massa di tengah pembatasan sosial berskala
besar (PSBB) di Jakarta. Namun kepolisian dituding FPI 'tebang pilih kasus' karena mempersoalkan
acara peringatan Maulid Nabi dan pernikahan anak Rizieq, tapi membiarkan pelanggaran protokol
kesehatan yang dilakukan pejabat dan figur publik lain. Di sisi lain, pakar hukum menilai penegakan
protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 semestinya bersifat administratif dan dilakukan
pemerintah daerah. Kalaupun hendak mempersoalkan kegiatan FPI, menurut Pengacara FPI, Aziz
Yanuar, harus ada bukti sahih bahwa kegiatan mereka menimbulkan banyak kasus positif Covid-19
baru. "Apa dasar menyebut pernikahan dan perayaan Maulid itu menyebabkan kedaruratan kesehatan
masyarakat? Apakah ada rekam medisnya? Belum ada," ujar Aziz via telepon, Selasa (17/11).
"Kalaupun nanti ada, bagaimana protokol kesehatan yang dilanggar pada peristiwa lain? Rapat
koordinasi tingkat menteri di Bali, Juni lalu, tidak didenda. Pada ajang marathon di Magelang,
penonton tidak jaga jarak. "Saat Gibran Rakabuming mendaftarkan diri jadi calon wali kota Solo,
September lalu, dia juga mengumpulkan massa. Kalau Rizieq dikenakan, yang lain juga harus dong.
Ini tidak adil," ujarnya. Pada hari pertama penyelidikan, Polda Metro Jaya meminta keterangan dari
sejumlah orang yang melihat, mengetahui, dan mendengar langsung dua kegiatan FPI dan Rizieq pada
14 November lalu. Saat itu, Kepala Polri Jenderal Idham Aziz menyebut kerumunan massa tanpa
protokol kesehatan menimbulkan keresahan masyarakat.

Salah satu orang yang pertama diperiksa polisi adalah Gubenur DKI Jakarta, Anies
Baswedan. Anies dipanggil untuk menerangkan status Jakarta saat dua kegiatan itu berlangsung.
Langkah kepolisian ini juga dianggap mengejutkan oleh dosen ilmu pidana Universitas Trisakti, Abdul
Fickar Hajar. Dia berkata, sejak awal pandemi Covid-19 kerumunan massa kerap terjadi dan berlalu
tanpa penindakan hukum. "Semestinya sejak awal ada konsistensi penegakan hukum terkait protokol
kesehatan. Kita kaget setelah pulangnya Rizieq Shihab, pemerintah jadi tegas," ujar Fickar saat
dihubungi. "Padahal sebelum dan setelahnya, ada kejadian yang bisa disimpulkan melanggar protokol
kesehatan," kata dia. Namun kepolisian membantah melakukan 'tebang pilih' kasus. Penyelidikan
terhadap dua kegiatan yang digelar FPI dan Rizieq Shihab diklaim sejalan dengan kebijakan
pemerintah yang mengutamakan kesehatan masyarakat. Pernyataan itu diutarakan Kepala Biro
Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Awi Setiono. "Perlu kami tegaskan, Kapolri sudah dua kali
mengeluarkan maklumat terkait pengamanan protokol kesehatan. Bahkan terakhir Kapolri
mengeluarkan surat telegram, 16 November lalu, yang intinya terkait protokol kesehatan di seluruh
Indonesia," kata Awi dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa sore. "Polri mengacu pada asas salus populi
suprema lex esto, yaitu keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. "Dalam kasus protokol kesehatan,
semua sama, harus ditegakkan, siapa yang melanggar harus ditindak," ujar Awi. Dalam kasus Rizieq
dan FPI, polisi mengacu pada Pasal 93 UU 6/2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pasal itu
memuat ancaman penjara maksimal satu tahun serta denda paling banyak Rp100 juta. Mereka yang
bisa terjerat adalah orang yang tidak mematuhi atau menghalangi kekarantina kesehatan sehingga
menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Selama pandemi Covid-19, tercatat baru satu orang
bernama Wasmad Edi Susilo yang diseret ke pengadilan atas dugaan melanggar pasal itu. Dalam
sidang perdana di Pengadilan Negeri Tegal, Wasmad, yang berstatus Wakil Ketua DPRD Kota Tegal,
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didakwa karena menggelar konser dangdut 23 September lalu. Ketika konser itu berlangsung,
Peraturan Wali Kota Tegal wajib mengikuti protokol kesehatan demi mencegah penularan Covid-19.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi
terkait kerumunan massa di markas Front Pembela Islam (FPI) yang melanggar protokol kesehatan
Covid-19.

Anies Baswedan tiba di Polda Metro Jakarta sekitar pukul 09.45 WIB. "Hari ini, saya datang
ke Mapolda (Metro Jaya) sebagai warga negara untuk memenuni undangan Polda," kata Anies
Baswedan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11). Menurutnya, dia menerima
surat undangan Kklarifikasi bertanggal 15 November 2020. "Yang saya terima kemarin (Senin) 16
November, pukul 14.00 siang." Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah melayangkan surat klarifikasi
kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meminta keterangan terkait kerumunan massa
pada beberapa acara yang digelar pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Pengumuman
pemanggilan Anies Baswedan ini bersamaan dengan pemberitahuan pencopotan Kapolda Metro Jaya
dan Jawa Barat, karena dianggap tidak melaksanakan perintah penegakan protokol kesehatan.
Pencopotan ini diumumkan setelah Menkopolhukam Mahfud Md, dalam jumpa pers resmi, Senin
(16/11) siang, mengatakan akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak mampu
bertindak tegas dalam menegakkan aturan protokol kesehatan Covid-19. Mahfud MD juga
mengatakan, pelanggaran protokol kesehatan terkait acara Maulid Nabi dan pesta pernikahan anak
pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab di Jakarta, merupakan "kewenangan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta". Mahfud MD juga mengeklaim bahwa pihaknya sudah
"memperingatkan"Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar meminta penyelenggara acara itu mematuhi
protokol kesehatan. Pada Senin (16/11) pagi, Presiden Joko Widodo menginstruksikan TNI-Polri
beserta Satuan Tugas Penanganan Covis-19 untuk menindak tegas siapapun yang melanggar protokol
kesehatan Covid-19. Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas laporan
Komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Istana Merdeka, Senin. Pernyataan
Presiden dan Mahfud ini muncul setelah masyarakat melontarkan kritikan terhadap apa yang
disebutkan sebagai sikap tidak konsisten pemerintah terkait pelanggaran protokol kesehatan. Kritikan
ini menyebut pemerintah dianggap bersikap tebang pilih, utamanya saat menyikapi beberapa acara
keramaian yang digelar pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.Mereka menganggap
pemerintah terkesan membiarkan pelanggaran protokol kesehatan melalui aktivitas kerumunan massa
FPI saat penjemputan Rizieq Shihab di bandara Soekarno-Hatta, acara penikahan anaknya di markas
FPI di Jakarta, serta acara keramaian mereka di kawasan Puncak, Jawa Barat.

Menanggapi berbagai kritikan itu, Senin (16/11), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
mengatakan pihaknya tidak bersikap "basa-basi" saat memberikan denda kepada Rizieq Shihab karena
telah melanggar protokol kesehatan. Anies mengatakan sanksi itu disebutnya sebagai bukti bahwa
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta "serius" dalam menangani pandemi covid-19. "Keseriusan itu
dicerminkan dengan aturan dan sanksi denda. Sanksi denda di DKI itu bukan basa-basi, Rp50 juta itu
membentuk perilaku," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/11). Jenderal Idham Azis
baru saja mengeluarkan surat telegram terkait penegakan protokol kesehatan Covid-19. Surat telegram
bernomor ST/3220/XI1/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020 itu ditandatangani oleh
Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo. Salah satu perintah dalam surat itu adalah agar jajaran
kepolisian menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelanggar protokol kesehatan yang
mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. “Apabila dalam penegakan perda/peraturan
kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan Covid-19, ditemukan adanya upaya penolakan,
ketidakpatuhan atau upaya lain yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas
kamtibmas, maka lakukan upaya penegakan hukum secara tegas terhadap siapapun,” seperti dikutip
dari surat telegram tersebut. Dalam surat tersebut tercantum pula pasal-pasal yang menjadi acuan,
yakni Pasal 65 KUHP, Pasal 212 KUHP, Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 216 KUHP, dan
Pasal 218 KUHP. Kemudian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 84 dan Pasal 93 UU
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Adapun Pasal 212 KUHP mengatur perihal
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perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugasnya. (Devina, 2020) Pasal tersebut
mengatur, Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang
sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas
permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan
pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.
Kemudian, Pasal 216 ayat (1) KUHP menyebutkan, Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti
perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya
mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk
mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah,
menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang
dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat
bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000. Sementara, Pasal 218 KUHP
menyatakan, Barangsiapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi
setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta
perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling
banyak Rp 9.000.

Adapula Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 93
mengatur, setiap orang yang tidak mematuhi dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan
kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana paling
lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta. Saat ini, polisi sedang mendalami dugaan
pelanggaran terhadap Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan dalam acara pernikahan putri pimpinan
Front Pembela islam (FPI), Rizieq Shihab, Syarifah Najwa Shihab, pada Sabtu (14/11/2020).
Sejumlah pihak terkait dipanggil untuk dimintai klarifikasi, antara lain ketua RT setempat,
penyelenggara acara, hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. “Rencana akan kita lakukan
klarifikasi dengan dugaan tindak pidana Pasal 93 UU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan,” ucap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Gedung Bareskrim, Jakarta
Selatan, Senin (16/11/2020).

Polisi telah menetapkan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab sebagai
tersangka penghasutan dan melawan petugas dalam kasus kerumunan acara di Petamburan, Jakarta
Pusat. Habib Rizieq kini resmi ditahan polisi. Habib Rizieq setidaknya diperiksa lebih dari 12 jam.
Setelah diperiksa penyidik, Habib Rizieq dibawa menggunakan mobil tahanan. Habib Rizieq tampak
keluar dikawal petugas pada Minggu (13/12/2020) pukul 00.23 WIB. Dia tampak mengenakan baju
tahanan berwarna oranye. Seperti diketahui, Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara terkait
kasus kerumunan acara Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Dalam gelar perkara
tersebut, polisi menetapkan 6 orang tersangka, salah satunya Habib Rizieq. "Hasil gelar perkara
menyimpulkan ada 6 yang ditetapkan tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri
Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (10/12) Yusri menyebutkan, keenam
tersangka adalah Habib Rizieq selaku penyelenggara acara, Haris Ubaidillah selaku ketua panitia
acara, sekretaris panitia inisial A, MS selaku penanggung jawab bidang keamanan, SL selaku
penanggung jawab acara dan HI selaku seksi acara. "Pertama sebagai penyelenggara acara saudara
MRS sendiri dipersangkakan di Pasal 160 dan 216 KUHP," imbuh Yusri. Gelar perkara dilakukan
pada Selasa (8/12). Dari gelar perkara tersebut, penyidik meningkatkan status terhadap 6 saksi
tersebut. "Selasa kemarin tanggal 8 (Desember) tim penyidik Krimum Polda Metro Jaya telah
melakukan gelar perkara tentang tindak pidana karantina kesehatan dan pelanggaran pasal 160 KUHP
di acara akad nikah putri MRS," katanya. Kasus ini bermula ketika Habib Rizieq Shihab pulang ke
Tanah Air pada 10 November 2020. Sepulang dari Arab Saudi, Habib Rizieq menggelar acara Maulid
Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11).
Kegiatan itu menimbulkan kerumunan dengan jumlah massa yang masif. Massa sampai menutup
Jalan KS Tubun, Jakarta Pusat, saat itu.
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SARAN

Saya mencermati masih banyak publik yang tidak mematuhi protokol kesehatan
#pakaimasker, #jagajarak, dan #cucitangan secara bersamaan atau menyeluruh. Sebaiknya
pemerintah segera menemukan metode atau cara untuk menarik minat masyarakat agar hidup sehat
di masa pandemi COVID-19 sekaligus mendisiplinkan masyarakat. Dan sudah seharusnya pemerintah
mengajak masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku masyarakat di masa pandemi COVID-19
secara integratif dan sistematis, serta terus memantau perkembangan penerapan protokol kesehatan di
lingkungan masyarakat dari berbagai kalangan dan tempat selain itu perlu Satgas Percepatan
Penanganan COVID-19, TNI, Polri, Satpol PP, hingga relawan untuk dapat menjadi contoh yang baik
bagi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Sementara dalam memberikan sanksi
terhadap pelanggaran protokol kesehatan harus mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosiologis
bagi pelanggar. "Agar masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga kesehatan dengan
mengimplementasikan protokol kesehatan 3M secara bersamaan dalam beraktivitas dan melakukan
kegiatan sehari-hari, bukan hanya sekedar takut kepada pemberian sanksi semata dan perlu diketahui
agar masyarakat lebih meningkatkan perhatian terhadap bahaya yang mengancam dari COVID-19,
baik bagi diri sendiri maupun dari dan bagi orang-orang di sekitar. Sehingga penting untuk
mengimplementasi 3M secara bersamaan dan disiplin.
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